KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI LAMPUNG
NOMOR KW.08.7/HK.00.8/014/2017
TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ CPERASIONAL
BRAUDHATUL ATHFAL/ MADRASAH SWASTA PROVINS] LAMPUNG

Menimbang

Mangingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

FROVINSE LANPUNG,

bahwa setiap caudbatul - athial/madrasah wagib mendapatkan izin
pendirian raudhatul athfal fmadrazakh;

bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian
Izin Perdirian Raudhatul Athfal! Madrasah, perin memberikan Surat
Keputusan Pengganti;

bahwa raudhatil ethfal/madrasah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini telsh memenuhi persyaratan  ontok
diberikan Surat Keputuosan Penogganti Izin Pendirien Raudhstul
Athial fMadracaly:

batwa berdasarkan pertimbangen scbageimena dimeksud dalam
huraf o, huraf b, den barof ¢ di, perld menetapkan Heputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provingl Lampung
tentang Peperbitan Surat Heputusan Pengeantl Izin Operesional
Pemberian Izin  Pendivian Operasional Baudhatul Athlalf Madresah
Swasta Provinsl Lampung.

Undang-Undang Nomor 20 Tabhun 2003 tmtang Sistem Pendidiken
Masional (Lembaran Wegersa: Republik Indongsia Tahun 2003 Nomor
7B, Tambahan Lembaran Negara Republik-indonesin Nomer 2301);

Peeafiiran  Pemerinteh Nomior 19 Tehun 20053 tenteng Standar
Nasienal Pendidikan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tembahan Lembaran Negors Republik Indonesia
MNomor 4496 sebagatmana teleh dimbheh dempan  Peraturan
Pemierintah’ Nemor 32 Tehun 2013 tentang Perubshen afss
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stendar
Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Repablik Indonesia Tehun
2013 Nomor T1, Tambahan Lembaren Negera Fepublik Indonesia
MNomor 3410}

Peraturan Pemerintah Nomor 4B Tahun 2008 tentang Pendanssn
Pendidikan  (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2008
Momor 91, Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia
Womor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengtlolaan
dan FPervelenggaraan Pendidikan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lemnbaran NEEEI’H.
RepublikIndonesia Momor 35150] sebogaimana telsh diubsh
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 teniang
Peruhahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Takun 2010
tentang Pengelolasn dan Penyelenggarsan Pendidikan ([Lembaran
Megera Republik Indonesia Tahun 2010 Neomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Namar 5157}

=, Pecpturan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETTOA

Perataran, Menteri Pendidikan Nasiormal Nomor 24 Tehun 2207
Biandar Baransa dan Prasamnas uantub Sekalaly Dosard Madrasah
btidaivah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawivah, dan
Bekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan  Menteri Pendidikan Masionel Nomor 15 Tabun 2010
teritang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota scbagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomar 23 Tahun 2013 tentang
Perubahnn atas Perpburan Mentsrl Pendidikan Nesional Nomor 15

Tehun 2010 tenteng Standar Pelovanan Minkmal Pendidikan di
Kabupaten/Kota;

Perattiran  Menterd Agama Rl Nomor 90 Tehun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidiken Madrasah (Beritn MNegara Republik
Indonesia Tahtin 2013 Nomor 1382 sebagnimana telah diubahk
denpan Persturan Mentes] Agoamoa Momer B0 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atam Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyolenggaraan Pondidikan Madrasah (Berita Negarn
Reopublik Indenesia Tahun 2015 Nomear 1733);

Keputusan Direlktur Jenderal Pendidikan lslam Nomor: 5885 Tahun
2015 temtang Petupjuk Teknis Perpanjengan  I=in  Pendirian
Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirdan
Madrasah, Penerbitsn Surat Keputusen Penggant] Izin Pendirian
Madmeah Kerens Hilang, dan Penerbiten Sumat Heterangan
Kerusakan Dolumen [2m Pendirisn Madrasah,

MEMUTUSKAN :

FEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINED LAMPUNG TENTANG PENERBITAN SURAT
KEPUTUBAN PENGOANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL  ATHFAL/MADRASAH SWASTA  FROVINSI
LAMPUNG.

Memberikan Surat Keputusan Pengeanti izin
Pendirian /| Operasional Emydhaiul Athial/ Madrasah’' vang Hilgng
kepada ragdhatul athfal/madrasah’ sebagaimana tercantum
dalam Lampimn Keputusan yang merupakan bepian tidak
terpisahken dari Keputusan inl

Pembenan izin operasional sebagaimens dimeksud delam
Diktum  Kesaty  dapat dicabut, apahila reudbatal
gthial/madrassh wvang bersanghkuinn melakukan pelangparsn
sesual dengan keteniuan dan peraturan perundang-undsngan.

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggeal ditetapkan.

Ditetaplan di Bandar Lampung
pitdla tangpal |6 Februar 2017

LA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
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